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1. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia meurpakan
negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUD
NRI 1945 (Simanjuntak, 2015). Bentuk republik dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dengan dasar
kedaulatan. Jika mengacu pada bentuk pemerintahan republik sebagaimana digariskan oleh UUD
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NRI 1945, maka dapat dikatakan bahwa salah satu constitutional identity negara Indonesia adalah
nilai-nilai republic (prasetio, 2022).

Pemahaman terkait nilai-nilai republik harus dilihat dari makna republik itu sendiri.
Republik secara etimologis berasal dari kata “res publica” yang secara lateral berarti untuk
kepentingan umum (Hawley, 2018). Hal ini juga harus dimaknai bahwa republik juga menekankan
bahwa kedaulatan berada dan dijalankan untuk kepentingan umum. Kedaulatan berada di dalam
kekuasaan kepentingan umum maksudnya rakyat atau masyarakat sebagai manifestasi kepentingan
umum lah yang menjadi sumber dan pemegang kedaulatan (Issabela, 2019). Selain itu, terkait upaya
menjalankan kedaulatan tersebut juga harus didasarkan pada orientasi untuk kepentingan umum,
dalam hal ini melibatkan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kedaulatan yang dipegang oleh rakyat atas nama kepentingan umum tersebut harus
dijalankan sesuai dengan tujuan kepentingan umum. Meski begitu, dalam perkembangannya
kedaulatan yang dipegang oleh rakyat tidak secara langsung dijalankan oleh rakyat sendiri (Anshari,
2019). Dalam hal ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan melimpahkan kepada orang-orang atau
pihak tertentu untuk menjalankan pemerintahan yang orientasinya ditujukan untuk kepentingan
umum. Pihak yang dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan lazim disebut sebagai
pemerintah (government ) (Johan, 2018).

Pelembagaan wakil-wakil rakyat secara khusus untuk mengawasi kekuasaan pemerintah
dalam menjalankan kedaulatan rakyat itulah yang kemudian melahirkan adanya lembaga parlemen
(Budiardjo, 2006). Parlemen berisi para wakil-wakil rakyat baik yang dipilih melalui pemilihan
umum maupun ada yang melalui penunjukkan sebagai representasi kelompok-kelompok tertentu.
Tugas utama dari parlemen adalah untuk berbicara dalam arti menyampaikan aspirasi dan keluh
kesah rakyat sekaligus mengawasi pemerintah dalam tugasnya untuk melaksanakan kedaulatan
rakyat.

Fungsi parlemen berkembang lebih jauh tidak hanya sekadar berbicara dan memperjuangkan
aspirasi rakyat. Parlemen juga berfungsi untuk memberikan persetujuan bahkan memegang
kekuasaan membentuk suatu aturan umum yang akan dijalankan oleh pemerintah. Aturan umum
yang dijalankan oleh pemerintah tersebut lazim disebut dengan Undang-Undang (lex) (Marzuki,
2017). Dalam hal ini, parlemen tidak hanya memiliki fungsi untuk berbicara (le parle), tetapi berfungsi
juga untuk membentuk Undang-Undang (lex/lege) dan hal inilah yang kemudian menegaskan bahwa
parlemen memiliki kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan
Undang-Undang yang akan dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
(Marzuki, Pengantar ilmu hukum , 2017).

Lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini parlemen, memiliki dua fungsi yaitu sebagai
legislatif yaitu yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang serta sebagai parlemen yang
memperjuangkan aspirasi rakyat (Akbar, 2013). Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, lembaga
perwakilan rakyat kemudian dibagi menjadi beberapa kamar yang menunjukkan legitimasi
perwakilannya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari negara dengan sistem bikameral, yang memiliki
dua kamar perwakilan rakyat yang satu kamarnya dipilih melalui pemilihan umum sedangkan
kamar yang lain ditunjuk sebagai perwakilan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat juga perwakilan
yang sama-sama dipilih melalui pemilihan umum, tetapi latar belakang pribadinya yang dibedakan
(Aritonang, 2017). Satu kamar dipilih berdasarkan perwakilan politik sedangkan kamar yang lain
dipilih dari perwakilan fungsional atau perwakilan regional. Pembagian kamar lembaga perwakilan
rakyat tersebut juga diterapkan di Indonesia yang mana Indonesia menerapkan dua kamar lembaga
perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Konstruksi hukum Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 mendudukkan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Meski begitu, tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadi lembaga
perwakilan rakyat “pengawal” otonomi daerah setidaknya dapat terganjal oleh beberapa aspek,
pertama, budaya politik di Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat “lebih tinggi” dari
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Dewan Perwakilan Daerah. Bahkan, Dewan Perwakilan Daerah dapat diistilahkan sebagai “co-
legislator” dan bahkan lebih parah lagi DPD diakronimkan menjadi “Dewan Penasihat DPR”
(Asshiddiqie, 2005). Kedua, budaya politik tersebut sejatinga telah terlegitimasi dalam Pasal 24D
UUD NRI 1945 yang paling jauh hanya menempatkan DPD hanya untuk: dapat mengajukan, ikut
membahas, serta mengawasi ketentuan Undang-Undang yang telah disahkan. Bahkan, Pasal 20 ayat
(1) juncto ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa mekanisme pembentukan suatu Undang-
Undang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam
hal ini, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas ikut membahas dan mengusulkan tetapi
tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan suatu Undang-Undang sebagai bagian dari
persetujuan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum berupa kewenangan parsial yang
diberikan konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah. Padahal, dalam konteks demokrasi
deliberatif, kesempatan serta kedudukan yang sama untuk berpartisipasi menjadi poin penting
supaya nilai demokrasi deliberatif dapat diterapkan di lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.
Dewan Perwakilan Daerah memang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi
serta pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang, namun tetap saja memiliki kedudukan
yang lebih rendah dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-
Undang. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan isu hukum yaitu kekosongan hukum pengaturan
Dewan Perwakilan Daerah supaya memiliki kedudukan yang setara dengan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada upaya penemuan hukum dengan
menggagaskan pengaturan ke depan berupa “Penguatan DPD Terkait Fungsi Legislasi Dalam
Perspektif Demokrasi Deliberatif”. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum
pengaturan Dewan Perwakilan Daerah supaya memiliki kedudukan yang setara dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang. Dari permasalahan tersebut,
penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa urgensi penguatan fungsi legislasi DPD ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif?
2. Bagaimana pengaturan ke depan terkait penguatan fungsi legislasi DPD ditinjau dari perspektif
demokrasi deliberatif?

3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang mengkaji secara doktriner suatu isu hukum untuk kemudian ditemukan preskripsi
sebagai jawaban atas permasalahan (Diantha, 2017). Karakter penelitian hukum normatif adalah
digunakannya asas, norma, serta konsep dan doktrin hukum dalam menyelesaikan masalah hokum
(Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif , 2017). Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan
pendekatan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan berupaya melakukan
inventarisasi atas peraturan yang relevan dengan isu hokum (Soekanto, 2006). Pendekatan
konseptual mengaitkan berdasarkan kebenaran koherensi suatu konsep hukum untuk mencerahkan
jawaban terkait isu hukum yang dihadapi (Soekanto, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan
singkat , 2006). Pendekatan perbandingan berupaya membandingkan fungsi suatu lembaga di suatu
negara dengan di negara lain. Dalam hal ini berupaya membandingkan DPD di Indonesia dengan
lembaga sejenis di negara lain. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer,
sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer, yang meliputi: UUD NRI 1945; Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012; Germany Constitution; Netherlands Constitution; United
States of America Constitution. Bahan hukum sekunder, meliputi: buku, artikel jurnal, prosiding, serta
hasil penelitian yang membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah daln lembaga perwakilan.
Bahan non hukum, meliputi kamus hukum serta buku dan artikel jurnal non-hukum yang
menunjang penelitian ini. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum
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primer menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Suteki, 2018). Sedangkan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang diperoleh dari kepustakaan
terhadap buku-buku yang mengandung konsep hukum yang berkaitan Masyarakat Hukum Adat
dan Bank Tanah.

Penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas
suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Suteki,
Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik), 2018). Selanjutnya ditarik kesimpulan
dengan menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan
mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan
pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan
penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Teknik analisis bahan hukum
dilakukan setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis. (Suteki, Metodologi
Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik), 2018). Analisis dilakukan terhadap kekosongan
hukum penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi DPD Ditinjau dari Perspektif Demokrasi Deliberatif

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga negara legislatif atau legislature (membuat undang-undang). Nama lain yang sering di pakai
ialah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah
publik). (Supardi, 2019). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur
“bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan
anggota-anggotanya dan dinamakan people’s reprensentative body atau dewan perwakilan rakyat
(Placeholder2) (Sitabuana, 2020). Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan
bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Dalam demokrasi rakyatlah yang
berdaulat, yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut volonte
generale atau general will). (Neidleman, 2020). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini
merupakan suara authentik dari general will itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang
bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Dewan
perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui
pemilihan umum. Sebelum tahun 2004, Dewan perwakilan Daerah (DPD) masih bernama utusan
daerah.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan dearah yang berkedudukan sebagai
lembaga negara dan mempunyai fungsi (Ramadhan, 2015):

a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikanpertimbangan yang berkaitan

dengan bidang legislasitertentu;

b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. dan

Berdasarkan peryataan diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 22D UUD 1945 perubahan, Dewan
Perwakilan Daerah dapat:

a. Mengajukan rancangan undang-undang ke DewanPerwakilan Rakyat yang berkaitan dengan

otonomi daerah.

b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitandengan otonomi daerah, dan

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanan undang-undang tertentu.

Gagasan-gagasan tentang pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada
awalnya diakomondasikan dalam konstitusi pertama Indonesia, yaitu UUD 1945, dengan konsep
utusan daerah di dalam MPR, yang bersandingan dengan utusan Golongan dan anggota DPR. Hal

Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi / Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam
Perspektif Demokrasi Deliberatif



Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 307-318 311 of 318

tersebut diatur dalam pasal 2 UUD 45, yang menyatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut aturan yang diterapkan dengan undang-undang. Pengaturan yang
longgar dalam UUD 1945 tersebut, kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan
perundangan-undangan. Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat
(RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk senat Republik Indonesia yang mewakili negara
bagian dan bekerja besisian dengan DPR-RIS (Kusuma, 2011). Oleh karena itu, Pembentukan Dewan
Perwakilan Daerah (Senate atau upperhouse) dimaksudkan agar mekanisme check and balances dapat
berjalan relative seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di
daerah. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPD berasal dari setiap provinsi sebanyak
4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota
DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yangbaru mengucapkan
sumpah/janji. Keanggotaan DewanPerwakilan Daerah (DPD) didalam pasal 22C UUD 1945 pasca-
amendemen menetapkan:

1. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsimelalui pemilu dan pemilu untuk memilih anggota

DPD dilakukansecara individu bukan atas nama partai;

2. Anggota DPD dari setiapprovinsi jumlahnya sama jumlah seluruh anggota DPD itu tidak
lebihdari sepertiga jumlah anggota DPR;

3. Susunan dan Kedudukan DPDdiatur dalam pasal 22D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan
“anggota” DPD dapat diberhentikan dari jabatanya yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur
dalam undang-undang.”14 Oleh sebab itu, keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah yang
mana menurut UUD 1945 merupakan suatu bagian yang baru di adakan setelah UUD 1945
mengalami perubahan. Selama ini yang ada berdasakan pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945
,yaituutusan daerah dan utusan golongan yang tidak di pilih secara langsung oleh rakyat
sebagai wakil atau utusan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hakikat negara demokrasi dan
tidak mencerminkan representasi masyarakat daerah, maka dari itu kedua hal tersebut tidak
lagi terdapatdi dalam bagian ketatanegaraan setelah UUD 1945

Tujuan dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyeimbang bagi Dewan
Perwakilan Rakyat dalam prinsip checks and balances tidak tercapai. Hadirnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengembalikan fungsi legislas Dewan Perwakilan Daerah sejajar
dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan prinsip checks and balances, perlu dilakukan upaya-upaya
lebih untuk menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah agar lebih memiliki peran dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat
diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan
seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Melihat kiprah
DPD RI pada 3 (tiga) periode keanggotaan sebelumnya, dapat dilihat cukup banyak produk
konstitusional yang dihasilkan oleh DPD RL

Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah juga berupaya untuk meneguhkan strong bicameralism.
Strong bicameralism menekankan adanya adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan
Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

Dahlan Thaib berpendapat terkait kelebihan/keuntungan dalam sistem legislatif bicameral
adalah kemampuan anggota untuk (Huda, 2020):

1. Secara resmi mewakili beragampemilih (misalnya negara bagian,wilayah, etnik, atau

golongan);

2. Memfasilitasi pendekatan yangbersifat musyawarah terhadappenyusunan perundang-
undangan;

3. Mencegah disyahkan perundang-undangan yang cacat atau ceroboh;dan

4. Melakukan pengawasan ataupengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi / Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam
Perspektif Demokrasi Deliberatif



Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 307-318 312 of 318

Beberapa keuntungan dalam system legislatif unikameral, meliputi (Huda, teori dan Pengujian
Peraturan Perundang-undangan , 2020):

1. Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu badan
yang diperlukan untuk mengadops Rancangan Undang-Undang sehingga tidak perlu lagi
menyesuaikan dengan usulan yangberbeda-beda).

2. Tanggung jawab lebih besar (karenaanggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis
lainnyaapabila suatu Undang-Undang tidaklolos, atau bila kepentingan warganegara
terabaikan).

3. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagimasyarakat untuk memantau
kepentingan mereka; dan

4. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.

Dilihat dari segi kewenanganyang dimiliki, sistem bicameral pada umumnya dibagi dalam dua
kategori: kuat dan lemah. Dalam hal majelis tinggi mempunyai kewenangan legislasi dan
pengawasan yang sama atau hampir sama dengan majelis rendah, maka sistem bicameral di negara
tersebut disebut kuat. Dan dalam hal kewenangan yang dimiliki tersebut kurang kuat, atau sama
sekali tidak ada maka termasuk kelompok bicameral yang lemah. Arend Lijphart kemudian
memberikan penjelasan antara parlemen bikameral kuat dan lemah yang dibedakan menjadi tiga ciri-
ciri:

1. Kekuasaan yang diberikansecara formal oleh konstitusi terhadapkedua kamar tersebut;
Bagaimanametode seleksi mereka, biasanyamemepengaruhi legitimasi demokratisdari
kamar-kamar tersebut;

3. Perbedaan yang krusial antara dua kamar;

Dalam legislative bicameral adalahkamar kedua mungkin dipilih dengancara atau desain yang

berbeda juga sebagai perwakilan (overrepresent)minoritas tertentu/khusus.

Mengacu pada pendapat di atas, dalam upaya pembentukan Dewan Perwakilan Daerah
terdapat orientasi untuk membangun bikameralisme kuat. Akan tetapi, fakta politik dan hukum
harus diterima bahwa Dewan Perwakilan Daerah hanya diberikan kewenangan untuk ikut
mengawasi, mengusulkan, serta mengikuti pertemuan dan pembahasan. Dewan Perwakilan Daerah
tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memutuskan suatu Rancangan Undang-
Undang karena merupakan wewenang Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Urgensi penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi menemui
koherensinya dengan konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pada
perwakilan substantif yang membuat perwakilan regional berkedudukan setara dengan perwakilan
politik. Oleh karena itu, penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah perlu dilakukan supaya dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi legislasi sekaligus menegaskan strong
bicameralism di Indonesia.

Pengaturan Ke Depan Terkait Penguatan Fungsi Legislasi DPD Ditinjau Dari Perspektif
Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif memandang bahwa lembaga perwakilan perlu diradikalkan supaya lebih
susbtantif. Hardiman menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif bukanlah sebuahdoktrin khusus
tentang demokrasi melainkan suatu upayauntuk merevitalisasi kembali esensi demokrasi radikal
yangsudah menjadi utopia atau pemahaman-pemahaman normatifdari filsafat Montesqieu dan
Rousseau. Artinya, konsepdemokrasi deliberatif sebenarnya berakar pada pemahamanmengenai
asas-asas negara hukum yang sudah pernah ada.Jadi bukan sebuah model yang sama sekali lain
(baru) daripada yang pernah dipraktekkan di dalam negara hukum (Huda, teori dan Pengujian
peraturan Perundang-undangan , 2020). Dengan demikian demokrasi deliberatif sebagai
sebuahmodel demokrasi tidak menolak secara tegas model-modeldemokrasi modern yang sudah
pernah diterapkan, hanyameradikalkan praktik demokrasi modern yang ada tersebut.

Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi / Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam
Perspektif Demokrasi Deliberatif



Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 307-318 313 of 318

Apabila diperhatikan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki DPD cenderung sebagai
lembaga pertimbangan DPR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diberikan perbandingan peran
DPD dengan peran lembaga negara di negara lain yang memiliki kedudukan dan fungsi seperti DPD
di Indonesia dengan dua negara pembanding yaitu Amerika Serikat dan Belanda. Alasan
menggunakan pembanding dari kedua Negara yaitu AmerikaSerikat dan Belanda dilandasi oleh dua
alasanpokok yaitu: pertama, berdasarkan dari bentukdan sistem pemerintahan di Indonesia Negara
Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan Indonesia yaitu sama-sama memiliki bentuk
pemerintahan republik dan sama-samamemiliki sistem pemerintahan presidensial,yang
membedakan hanyalah bentuk negaranyasaja yaitu kalau Indonesia bentuk negaranya adalah
kesatuan sedangkan Amerika Serikat adalah Negara federal. Hal itu juga dapat dipahami bahwa
Amerika Serikat merupakan the mother of presidential system sekaligus merepresentasikan negara
dengan system hukum common law. Oleh karena itu, mengutip apa yang disampaikan oleh DouglasV.
Verney bahwa sebaiknya terlebih dahulu menelaah sistem politik Amerika Serikat, jika hendak
memulai kajian tentang sistem presidensial (Prasetio, 2019). Kedua, terkait dengan Belanda hal ini
dilandasi bahwa Belanda memiliki hubungan historis dengan Indonesia dikarenakan Indonesia
merupakan koloni dari Pemerintah Hindia Belanda (DutchEast Indie). Dampak dari adanya
penjajahan Belanda atas Indonesia dalam kepustakaan hukum menghasilkan suatu asas konkordansi.
Dampak dari adanya asas konkordansi ini adalah membuat beberapa peraturan-peraturan yang
diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda juga dilaksanakan oleh Indonesia setelah merdeka,hal
ini dapat dibuktikan dengan adanya kodifikasi beberapa undang-undangdiantaranya: KUHP,
KUHPer, dan KUHD (Ishagq, 2018).

Sejalan dengan perbandingan lembaga perwakilan daerah di Negara Belanda dan Amerika
Serikat maka penguatan fungsi DPD perlu untuk diwujudkan. Hal ini berdasarkan pada teori organ
di mana organ kekuasaan negara dibagi menjadi dua yaitu: state mainorgan dan state auxiliary organ
(Anwary, 2018). State mainorgan merupakan lembaga utama negara. Dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yangtermasuk state main organdiantaranya: (i)Presiden,(ii) DPR, (iii) DPD, (iv) MPR,
(v)MK, (vi) MA, (vii) BPK. Lembaga tersebutdapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Yang
dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara
yang mencerminkan cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislativeexecutive, dan judicial. Selain
state main organjuga dibentuk lembaga-lembaga pembantu (state auxiliaryorgan) yang mempunyai
fungsi melayani. Perbedaan diantara state main organ dan state auxiliaryorgan dapat dibedakan dalam
tiga ranah(domain), yaitu: (i) kekuasaan eksekutif atau fungsi pemerintahan, (ii) kekuasaan legislatif
dan fungsi pengawasan, dan (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Dalam hal ini,
kedudukan DPD sebagai state main organ perlu diperjelas dan difungsikan sebagai mana mestinya
agar tidak menjadi seperti “stateauxiliary organ” bagi DPR. Sehingga, penguatan DPD juga sebagai
upaya untuk memelihara a careful check on the sometimeshasty decisions of a first chamber serta untuk
memelihara prinsip double check yang memungkinkan setiap produk legislative diperiksa dua kali
sehingga terjamin kualitasnya sesuai dengan aspirasi rakyat.

Belum optimalnya fungsi DPD dala pementukan UU merupakan implikasi dari atrubusi dalam
konstitusi yang masih terkesan sumir memberikan kedudukan kepada DPD. DPD masih dipandang
sebagai co-legislatoryang fungsinya hanya sebagai assistance bagiDPR dalam pembuatan UU.

Hal ini mengindikasikan perlunya persamaan kedudukan antara DPR dan DPD serta pembagian
tugas yang jelas dalam proses penyusunan UU.Sejalan dengan hal tersebut, maka rekonstruksi
konstitusi perlu untuk dicanangkan dengan beberapa tahap diantaranya mengamandemen Pasal 20
dan 22D UUD NRI 1945 serta merevisi beberap undang-undang seperti UU MD3, UU Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,Peraturan Tata Tertib DPD dengan mempertegas pemilihan anggota
DPD haruslah dilakukan dengan pemilihan perseorangan (bukan melibatkan partai politik).Melihat
lemahnya kedudukan DPD dalam fungsi legislasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran DPD
hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi karena perannya
hanya sebatas co-legislator . Hal inilah yang menyebabkan pakar hukum tata negara Saldi Isra
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mengatakan bahwa gagasan untuk menciptakan lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan
aspirasi daerah telah gagal sebagaimana dikutip dalamtulisannya:

“With this limited power, DPD acts only as a sub-ordinate of DPR. Such a limitation gives rise to the opinion
that the idea to create two chambers in order to provide a way for a new kind of representative from the regions
to enter into the world of decision-making in the national level has failed. This failure will bring impact to the
weakness of local political articulation in any stage of the national decision making process.” (syahputra,
2020).

Gagalnya gagasan untuk menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan yang mampu
mengintegrasikan kepentingan daerah tersebut menunjukan bahwa keberadaan suatu majelis tinggi
tidaklah menjamin akan terciptanya suatu representasi regional yang efektif. sehingga saat ini
muncul keinginan agar dilakukannya amandemen kelima terhadap UUD 1945, keinginan tersebut
digulirkan oleh DPD, dengan didasari oleh dua alasan yakni: Pertama, ketidaksetaraan DPD dengan
DPR (Manan, 2021). Dimana DPD hanya berperan sebagai pelengkap belaka dalam fungsi legislasi,
dimana DPR boleh menunda atau tidak menerima pertimbangan atau usul DPR. Kedua, tata susunan
DPR, DPD, dan MPR tidak mencerminkan cita-cita membentuk sistem dua kamar (bicameral), karena
seharusnya dalam sistem dua kamar hanya terdapat satu badan perwakilan yang terdiri dari dua
unsur perwakilan (Manan, Dinamika politik hukum di Indonesia , 2018). Sayangnya gagasan untuk
melakukan amandemen kelimaterhadap sistem dua kamar dalam UUD 1945tersebut gagal dilakukan
karena kurangnya dukungan politik dari anggota-anggota DPR, yang menyebabkan tidak
tercapainya kuorum 1/3 anggota MPR untuk mengajukan amandemen terhadap UUD 1945.
Meskipun gagal namun adanya keinginan untuk melakukan amandemen kelima terhadap sistem
perwakilan tersebut membuktikan bahwa terdapatnya banyak pandangan yang beranggapan bahwa
perlunya DPD diberdayakan agar mampu mencapai tujuan ketika dibentuknya yakni mewadahi
kepentingan dan aspirasi daerah, yang salah satunya adalah dengan memperkuat fungsi legislasinya
(Fahmal, 2021).

Melihat lemahnya fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD di Indonesiakarena secara
konstitusional kewenangannya yang terbatas hanya sekedar mengajukan, membahas, dan
mengawasi RUU tertentu, tidak sampai pada memutuskan apakah suatu RUU dapat menjadi UU,
maka dapat dikatakan bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPD pun paling jauh hanya sampai
kepada peran “assistence”. Sebaliknya Bundesrat di Jerman, meski kewenangannya sedikit dikurangi
pada saat dilakukannya amandemen terhadap Basic Law di tahun 2006, namun tetap memiliki
kewenangan yang kuat dalam menjalankan fungsi legislasi karena tetap dapat mengajukan
rancangan undang-undang serta memveto suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh
pemerintah atau majelis rendah, sehingga perannya dalam fungsi legislasi dapat dikatakan bersifat
“effective rivalry” sekaligus “effective assistance” sebagaimana dijelaskan oleh Lijphartbahwa pada
umumnya sistem bicameralterklasifikasi menjadi dua tipe yakni strongbicameral (bikameral kuat) dan
weak bicameral(bikameral lemah) (Fahmal, Kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraab Indonesia
, 2021). Tipe strong bicameralterjadi dalam dua kondisi yaitu jika kekuasaanmasing-masing kamar
relatif seimbang dalammenjalankan fungsi legislasi dan komposisi keduakamar terdiri dari
perwakilan yang berbeda.

Sedangkan suatu sistem perwakilan dianggapsebagai weak bicameral apabila kekuasaanantara
kedua kamar tidak seimbang, sertakomposisi perwakilan dan cara pengisiannyasama. Maka dari itu
dari perannya dalammenjalankan fungsi legislasi yang bersifateffective rivalry sekaligus effective
assistancetersebut, serta komposisi keanggotaannyayang berbeda dapat dikatakan bahwa
Jermanmenganut sistem bikameral dengan tipe strongbicameral, sedangkan Indonesia
menganutsistem bikameral dengan tipe weak bicameral karena lemahnya fungsi legislasi yang
dimiliki oleh DPD.Oleh karena itu melihat bahwa fungsilegislasi dari Bundesrat dan DPD
yangberbanding terbalik tersebut maka dapatdikatakan bahwa keberadaan kedua majelis tersebut
dalam sistem bikameral merupakan contoh yang unik dan tidak lazim, sebab DPDsebagaimana
dikemukakan oleh Sherlock bahwa"is thus a quite example of a second chamberbecause it represents the odd
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combinationof limited powers and high legitimacy” yang mana kombinasi tersebut menurutnya
tidakditemukan dimanapun di dunia. Sebaliknya, Bundesrat juga merupakan contoh yang tidak
lazim karena memiliki legitimasi yang rendah namun memiliki peran yang kuat dalam fungsi
legislasi.

Berdasarkan uraian di atas, dibandingkan dengan lembaga sejenis yang terdapat di Belanda,
Jerman, dan Amerika Serikat, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah dapat dikatakan paling lemah dari beberapa negara yang dibandingkan tersebut. Pengaturan
ke depan terkait penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari perspektif
demokrasi deliberatif maka diperlukan amandemen UUD NRI 1945 untuk memperkuat kedudukan
Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-
X/2012 hanya menambah keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dan tidak dapat menegaskan
kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.

4. KESIMPULAN

Urgensi penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi menemui
koherensinya dengan konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pada
perwakilan substantif yang membuat perwakilan regional berkedudukan setara dengan perwakilan
politik. Oleh karena itu, penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah perlu dilakukan supaya dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi legislasi sekaligus menegaskan strong
bicameralism di Indonesia.

Dibandingkan dengan lembaga sejenis yang terdapat di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat,
maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan paling
lemah dari beberapa negara yang dibandingkan tersebut. Pengaturan ke depan terkait penguatan
fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif maka
diperlukan amandemen UUD NRI 1945 untuk memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.
Hal ini karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 hanya menambah
keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dan tidak dapat menegaskan kedudukan Dewan Perwakilan
Daerah
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